STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
MEKAR JAYA DI SELOPAMIORO IMOGIRI BANTUL
YOGYAKARTA

IMRANINGSIH
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Imraningsih197@gmail.com

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang telah dipercayakan oleh pemerintah
kepada desa dengan fungsi membangun perekonomian desa melalui usaha yang
dikembangkan, potensi yang dimiliki desa, Sumber Daya Alam (SDA), serta
mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa melalui berbagai kegiatan yang
dilakukan pada lembaga BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mencari strategi
pengembangan BUMDes Mekar Jaya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data
primer dengan menggunakan metode Analisis Hirarki Proses (AHP). Metode ini
digunakan untuk menganalisis 15 kebijakan dari beberapa alternatif yang dibagi menjadi
empat aspek Kkriteria yaitu aspek administrasi, aspek manajemen, aspek ekonomi dan aspek
pelayanan. Seluruh alternatif tersebut dianalisis oleh responden yang ahli serta
berkompeten, yaitu terdiri dari 7 responden utama dan 15 responden pendukung yang
berasal dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, pengelola BUMDes, dan karangtaruna
(Akademis) Desa Selopamioro. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kriteria yang
menjadi prioritas utama adalah aspek administrasi, kedua aspek manajemen, ketiga aspek
ekonomi dan yang terakhir adalah aspek pelayanan.
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Manajemen strategi, Analisis Hirarki Proses (AHP)

Rural-owned enterprises development is an institution which is trusted by the
government to every village for village economic development through development effort,
village’s potential, natural resources, and also improving human resource in villages with
a lot of activities which was held by BUMDes institution. This research is aimed for the
implementation of Mekar Jaya BUMDes strategy development. Data which was used for
this research ia a primer data using the analytic hierarchy process (AHP) this method is
used to analyze 15 policy from a few alternative which was divided for 4 criteria first,
administration aspect, management aspect, economic aspect, service aspect. Those
alternatives was analyzed by competence and expert correspondent, 7 key informats
consists and 15 supporting respondents consist of government, stakeholders, BUMDes
management, youth instution of Selopamioro . This research is shown that criteria which
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become first the priority is administration aspect, the management aspect, the economic

aspect, and the last service aspect.
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PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan
suatu proses pengembangan seluruh sistem
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan
tujuan nasional sekaligus upaya dalam
meningkatkan  seluruh aspek kehidupan
masyarakat, bangsa dan negara dalam
mewujudkan masyarakat yang adil dan
makmur serta merata baik dari segi material
maupun spiritual. Pembangunan  dititik
beratkan pada bidang ekonomi sebagai roda
penggerak utama pembangunan  baik
pembangunan yang dilaksanakan secara
langsung oleh seluruh lapisan masyarakat
dalam skala masyarakat global maupun
masyarakat kecil sekalipun yaitu masyarakat
desa.

Pada saat pemerintah memberlakukan
dana desa, pemerintah dan masyarakat desa
di wajibkan untuk menggali potensi desa dan
dituntut untuk ikut berpartisipasi dan
mengalokasikan sebagian dana desa untuk
mengembangkan potensi yang dimiliki oleh
desa sehingga dapat dikelola oleh masyarakat
melalui Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes). Mengingat salah satu peran
BUMDes adalah  untuk  membangun
perekonomian desa melalui usaha yang
dikembangkannya, potensi yang dimiliki
desa, sumber daya alam, serta
mengembangkan sumber daya manusia
didesa melalui berbagai kegiatan yang
dilakukan pada lembaganya sesuai dengan
keinginan serta kesepakatan bersama (warga
desa) serta dengan tujuan akhir untuk
memuliakan warga desa dalam masalah
perekonomian maupun masalah lainnya yang

dapat dikembangkan bersama pada desa
tersebut.

Perihal dengan adanya kewajiban bagi
setiap desa untuk mengembangkan potensi
yang dimiliki oleh desa melalui Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes). Desa selopamioro
mendirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai
wadah untuk mengembangkan potensi -
potensi yang dimiliki oleh desanya, lembaga
BUMDesnya diberi nama BUMDes Mekar
Jaya. BUMDes Mekar Jaya dipilih oleh
Kemetrian Desa Pembangunan Daerah dan
Transmigrasi dalam program satu usaha satu
desa sebagai BUMDes percontoh dilansir di
media pemberitaan repbulika.co.id , maka
BUMDes Mekar Jaya harus menyusun
strategi untuk mengembangkan lembaganya
agar bisa berkembang dan maju dengan cepat
sesuai harapan Kemetrian Desa
Pembangunan daerah dan Transmigrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa yang
disingkat menjadi BUMDes merupakan
suatu  lembaga/usaha yang dikelola
pemerintah dan masyarakat desa yang

bertujuan untuk memperkuat
perekonomian desa.
Definisi BUMDes Menurut

(Maryunani, 2008) :

“BUMDes adalah lembaga usaha desa yang
dikelola olen masyarakat dan pemerintah
desa dalam upaya memperkuat
perekonomian desa dan membangun
kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”.



Jadi BUMDes merupakan suatu
usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk
membangun perekonomian desa melalui
usaha yang dikembangkan dalam rangka
memperoleh suatu hasil (keuntungan atau
laba).

Menurut (Purnomo, 2004) maksud
dan tujuan dari pembentukan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) yakni :

Maksud pembentukan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) adalah :

1. Menumbuhkembangkan
perekonomian desa

2. Meningkatkan sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD)

3. Menyelenggarakan kemanfaatan
umum berupa penyediaan jasa bagi
peruntukan hajat masyarakat desa

4. Sebagai perintis bagi kegiatan usaha
desa.

Adapun tujuan dari Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) adalah :

1. Meningkatkan peranan masyarakat
desa dalam mengelola sumber-
sumber pendapatan lain yang sah.

2. Menumbuhkembangkan kegiatan
ekonomi masyarakat desa, dan
unit-unit usaha desa.

3. Menumbuhkembangkan usaha
sektor informal untuk dapat
menyerap tenaga kerja masyarakat
di desa.

4. Meningkatkan kreaktifitas
berwirausaha desa masyarakat
yang berpenghasilan rendah.

B. Keberadaan BUMDes sebagai

Penguatan Ekonomi Desa

BUMDes sebagai lembaga
pengembangan potensi desa diperkirakan
muncul sebagai kekuatan ekonomi baru
di wilayah pedesaan. UU No. 6 tahun
2014 tentang  payung hukum yang
diberikan desa atas BUMDes sebagai
pelaku ekonomi yang mengelola potensi
desa secara kolektif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa. Secara

subtansial, UU No. 6 tahun 2014
mengerakkan sekaligus mendorong desa
untuk pemenuhan pelayanan desa kepada
masyarakat dengan subjek
pembangunan.

Keberadaan BUMDes menjadi suatu
lembaga yang memunculkan sentra-sentra
ekonomi di desa dengan semangat
ekonomi kolektif. Mengingat BUMDes
sebagai lembaga ekonomi yang bermodal
usaha, yaitu sebagai salah satu
pembangunan desa mandiri yang dapat
berjalan dengan percaya diri bahwa
memang sudah berhasil mengatur rumah
tangga sendiri dan menciptakan desa
yang mandiri yang tidak hanya
bergantung pada anggaran dana desa
yang telah diberikan oleh pemerintah.

C. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan
suatu bentuk wujud nyata keikutsertaan
masyarakat dalam berbagai kegiatan
daerah. Dimana partisipasi masyarakat ini
bisa dijadikan sebagai tolak ukur bagi suatu
daerah  untuk  mengembangkan dan
mengetahui sejauh mana daerah bisa
menggali potensi yang ada pada daerahnya.
Keikutsertaan ~ masyarakat ini  harus
diapresiasi dan didukung baik oleh
pemerintah  dalam  membawa  iklim
demokratis, sehingga dengan hal tersebut
masyarakat akan merasa benar-benar
terlibat dalam program-program daerah.

Pada pernyataan (Ife & Tesoreino,
2008) bahwa partispasi dikategorikan
dalam dua bentuk, yakni partisipasi sebagai
cara dan partisipasi sebagai tujuan.
Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk
pasif dari partispasi dan berimplikasi pada
penggunaan partisipasi dalam mencapai
tujuan/sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Partisipasi sebagai cara, lebih
menekankan pada capaian tujuan bukan
pada kegiatan/program partisipasi itu
sendiri dan masyarakat digerakan atau



dilibatkan untuk meningkatkan efisiensi
sistem penyampaian

Ada 8 tingkat partisipasi masyarakat
terhadap program pembangunan yang
dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan
kekuasaan ~ yang  diberikan  kepada
masyarakat. Tingkat Partisipasi dari
tertinggi ke rendah menurut pernyataan
(Arnstein, 1969) dikutip dalam (Wijaksono,
2013) yaitu :

a. Citizen Control, masyarakat bisa
secara langsung bertindak sebagai
pengendali keputusan serta memiliki
wewenang untuk mengadakan
negosiasi dengan pihak luar. Pada
tingkat ini  masyarakat memiliki
kekuatan untuk mengatur
program/kelembagaan yang berkaitan
dengan kepentingannya.

b. Delegated Power, masyarakat pada
tingkatan ini  diberikan limpahan
wewenang untuk membuat keputusan
dan menyelesaikan masalah,
mengadakan negosiasi dengan pihak
luar (masyarakat) tanpa diktator atau
tekanan oleh pemerintah.

c. Patnership, pada tingkatan ini
masyarakat dan pemerintah membagi
tanggungjawab dalam perencanaan,
pengambilan keputusan, penyusunan
kebijakan serta pemecahan masalah
yang dihadapi.

d. Placation, pemerintah  (pemegang
kekuasaan) mempunyai hak untuk
menunjuk yang bagian dari

masyarakat yang mempunyai pengaruh
dalam akses pengambilan keputusan
untuk menjadi anggota suatu badan
publik.

e. Consultation, pada tingkatan ini
masyarakat diberi ruang/kebebasan
untuk mengemukakan pendapatnya,
tetapi pendapat masyarakat tersebut
tidak dijamin dapat dipertimbangkan.
Metode ini sering digunakan sebagai
survei tentang arah pikiran masyarakat.

f. Informing, pada tingkatan ini
masyarakat hanya menerima informasi
dari  pemegang kekuasaan dan
informasi diberikan pada tahapan akhir
perencanaan. Masyarakat ~ hanya
memiliki  sedikit peluang untuk
mempengaruhi susunan perencanaan
tersebut.

g. Therapy, masyarakat disini dibuat
pura-pura ikut oleh pemerintah sebagai
alasan untuk memperkuat proposal
yang telah disusun oleh pemerintah.
Meskipun masyarakat telah
memberikan masukan tetapi
pemerintah  mengabaikan masukan
tersebut, karena tujuan pemerinintah
disini yaitu untuk mengubah pola pikir
masyarakat.

h. Manipulation, tingkat partisipasi yang
terendah, pada  partisipasi ini

masyarakat ~ dimanfaatkan  untuk
kepentingan pemerintah dalam
memanipulasi informasi dan

memperoleh dukungan publik dengan
menjanjikan keadaan yang lebih baik
meskipun hal tersebut tidak dilakukan.

C. Pembangunan Desa

Desa secara historis merupakan suatu
cikal bakal terbentuknya masyarakat politik
dan pemerintahan di Indonesia jauh
sebelum negara dan bangsa terbentuk. Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah, yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintah,  kepentingan =~ masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul atau hak tradisional yang di
akui  dan dihormati dalam  sistem
pemerintah  Republik  Indonesia  (RI)
sebagaimana yang tercantum dalam
undang-undang No. 6 tahun 2014 terkait
desa.

Tujuan dari pembangunan yaitu untuk
mempercepat terwujudnya masyarakat adil
dan makmur yang menjadi alasan utama
diproklamasikan kemerdekaan Indonesia



(Siagian, 2005). Untuk mendukung dan
mewujudkan tujuan dari pembangunan
maka diperlukan strategi pembangunan.
Strategi pembangunan desa sendiri dapat
diartikan sebagai langkah-langkah yang
akan ditempuh oleh seluruh perangkat
organisasi, yang berisi program indikatif
untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan
yang ditetapkan, sedangkan untuk sasaran
atau target ~merupakan hasil yang
diharapkan atas adanya suatu program atau
output yang diharapkan dari suatu kegiatan
(Sumpeno, 2011).

Terdapat tujuh strategi terpadu dan
menyeluruh  dalam  mengembangkan
pembangunan desa menurut (Adisasmita,
2006) yakni :

1. Pertumbuhan, persamaan,
kesajahteraan dan partisipasi aktif
masyarakat ~ merupakan  tujuan
utamanya.

2. Membangun dan  memperkuat
kemampuan untuk melaksanakan
pembangunan bersama pemerintah
sebagai sasarannya.

3. Masyarakat yang beragam dan
beraneka serta kompeleks
merupakan lingkupnya.

4. Koordinasi yang beraneka ragam
baik permanen maupun sementara
di semua tingkatan,  fungsi
kebutuhan dan  mekanismenya
sebagai bentuk koordinasinya.

5. Arus komunikasi dua arah yang
dilakukan secara formal, informal,
vertikal, horisontal, diagonal dan
berkesinambugan melalui berbagai
saluran  dan  bentuk  sarana
komunikasi yang persuasif dan
edukatif.

6. Tempat prakarsa adalah kelompok-
kelompok masyarakat pemerintah
lokal dan desa melalui
pengumpulan informasi, penentuan
dan pengambilan keputusan,
implementasi kebijakan dan

monitoring kegiatan secara terpadu,
saling terkait dan terus menerus.

7. Indikator prestasi yang dicapai
berdasarkan  pada  pemecahan
masalah pedesaan yang strategis
yaitu aspek kependudukan dan
berbagai kegiatan yang dilakukan
yang diarahkan kepada perbaikan
persamaan, pemerataan, keadilan,
kesejahteraan ~ dan  partisipasi
masyarakat yang  dihubungkan
dengan tujuannya.

D. Manajemen Strategi
Manajemen strategi adalah  ilmu
mengenai  perumusan, pelaksanaan dan
evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi
yang memungkinkan organisasi mencapai

tugasnya (David, 2004).

Manajemen  strategi  memiliki
keterkaitan yang erat hubungannya dengan
konsep perencanaan dan pengambilan
keputusan dalam menjalankan strategi
praktek langsung. Penyusunan strategi
dilakukan untuk memahami posisi yang
strategis untuk organisasi tersebut. Dalam
menentukan strategi, perencanan,
perumusan dan pemilihan strategi akan
lebih baik jika disertai dengan kebijakan-
kebijakan yang sebelumnya ditetapkan oleh
organisasi yang berkaitan.

Proses manajemen strategi sangat
diperlukan  untuk menentukan keadaan
organisasi yang berkaitan kedepannya,
dimana dalam proses manejemen ada tahap
dan proses yang harus dilakukan sebagai
landasan atau pedoman bagi organisasi
yang berkaitan. Adapun tahapan dari proses
manajeman menurut (Wheelen & Hunger,
2003) vaitu :

1. Tahap Pengamatan Lingkungan
Tahap ini dilakukan untuk
mengidentifikasi berbagai peristiwa,
perkembangan dan perubahan



lingkungan yang  mempengaruhi
kondisi organisasi.

2. Tahap Perumusan Strategi
Tahap ini yaitu tahap dimana
pemilihan keputusan dalam pemilihan
altenatif strategi yang akan digunakan
oleh organisasi.

3. Tahap Implementasi Strategi
Merupakan tahap eksekusi atau
pelaksanaan strategi yang dirumuskan
atau yang telah direncanakan. Tahap
ini  merupakan  proses  dimana
manajemen merealisasikan strategi dan
kebijakan  melalui  pembangunan
program, anggaran dan prosedur
(David, 2004).

4. Tahap  Evaluasi  Strategi  dan
Pengendalian
Tahap ini merupapkan tahap terakhir
dalam proses manajemen strategi,
dimana pada tahap ini, melakukan
perbandingan hasil yang didapatkan
dengan hasil yang diinginkan untuk
memberikan  timbal  balik  yang
diperlukan bagi pihak manajemen
untuk mengevaluasi dan mengambil
tindakan perbaikan bila diperlakukan.

Menurut (David, 2004) ada tiga kegiatan
pokok dalam evaluasi strategi yaitu :

1. Mengkaji ulang faktor-faktor ekternal
dan internal yang menjadi landasan
perumusan strategi yang diterapkan
sekarang ini.

2. Mengukur kinerja

3. Melakukan tindakan-tindakan korektif.

Manajemen  strategi disini
mempunyai peran sekaligus mengharuskan
seluruh elemen yang bernaung didalam
organisasi tersebut untuk  aktif dalam
menentukan tujuan dan arah organisasinya
kedepan sehingga perusahaan akan lebih
mudah mengontrol pengawainya. Peran
yang dimaksud adalah manajemen strategi
dapat membantu dalam memformulasikan
strategi dengan menggunakan pendekatan
yang sistematik dan rasional dalam

pemilihan strategi yang tepat untuk
digunakan  sehingga demikian akan
menjadikan dari tarik tersendiri bagi pihak
luar untuk menggunakan manajemen
strategi pada pengambilan keputusan.

Manfaat utama dari manajemen

strategis adalah untuk membantu organisasi
merumuskan strategi-strategi yang lebih
baik melalui penggunaan pendekatan
terhadap pilihan strategi yang lebih
sistematis, logis, dan rasional. Manfaat
lainnya dari penerapan manajemen strategi
ada dua vyaitu manfaat finansial dan
manfaat nonfinansial.

a. Manfaat finansial, yaitu organisasi
yang menggunakan konsep
manajemen strategi lebih
menguntungkan dan berhasil dari
pada yang tidak mempunyai konsep
manajemen strategi (David, 2013)

b. Manfaat nonfinansial, adalah :

1. Memungkinkan identifikasi,
pemprioritasan, dan pemanfaatan
peluang yang muncul.

2. Menyediakan pandangan yang
objektif  tentang persoalan-
persoalan manajemen.

3. Merepresentasikan sebuah
kerangka kerja untuk aktivitas
koordinasi dan kontrol yang lebih
baik.

4. Meminimalkan efek-efek dari
kondisi dan perubahan yang tidak
menguntungkan.

5. Memungkinkan keputusan-
keputusan besar yang mampu
mendukung tujuan yang telah
ditetapkan secara lebih baik,
(David, 2011).

Dalam manajemen strategi memiliki tujuan
dan arah yang menjadi titik tujuannya,
adapun arah dan tujuannya vaitu :

1. Memberikan arah pencapaian tujuan
organisasi/perusahaan

Dimana disini manajemen
strategi, harus mampu menunjukan



arah dan tujuan organisasi kepada
semua pihak. Karena arah dan tujuan

yang jelas akan  menentukan
bagaimana keadaan
organisasi/perusahaan kedepannya

bahkan akan menentukan berhasil
atau gagalnya suatu organisasi atau
perusahaan. Dengan arah dan tujuan
yanga ada organisasi bisa menjadikan
hal tersebut sebagai dasar landasan
untuk pengendalikan dan
mengevaluasi keberhasilan.
2. Membantu memikirkan kepentingan
berbagai pihak
Organisasi/perusahaan  harus
mempertemukan kebutuhan berbagai
pihak (pemasok, karyawan, pemegang
saham, pihak perbankan, dan
masyarakat luas lainnya) yang
memegang peranan terhadap sukses
atau gagalnya oragnisasi/perusahaan.

3. Mengantisipasi  setiap  perubahan
kembali secara merata

Manajemen strategi

memungkinkan  eksekutif  puncak

untuk mengantisipasi perubahan dan
menyiapkan pedoman dan
pengendalian, sehingga dapat
memperluas kerangka waktu/berpikir
mereka secara  perspektif  dan
memahami kontribusi yang baik
untuk hari ini dan hari esok.

4. Berhubungan dengan efisiensi dan

efektivitas

Tanggungjawab  sebagai  manajer
bukan hanya mengkonsentrasikan
terhadap kemampuan atas

kepentingan efisiensi, akan tetapi
hendaknya juga mempunyai perhatian
yang serius agar bekerja keras
melakukan sesuatu secara lebih baik
dan efektif, (Suwandiyanto, 2010).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini data yang di
gunakan adalah data kualitatif dengan data

primer. Teknik pengambilan  sempel
dengan cara Purposive sampling. Purposive
sampling yaitu metode penetapan sampel
penelitian dengan tidak berdasarkan daerah
atau strata, melainkan didasarkan atas
adanya pertimbangan yang berfokus pada
tujuan tertentu.

Pengumpulan data dilakukan dengan
cara observasi, wawancara dan kusioner
dengan menggunakan metode Analisis
Hirarki Proses (AHP). AHP adalah suatu
metode pengambilan keputusan  yang
dikembangkan oleh Thomas L.Saaty yang
pada dasarnya berusaha menutupi semua
kekurangan dari model-model sebelumnya.
Peralatan utama dari model ini adalah
sebuah hirarki fungsional dengan input
utamanya prepsi manusia. Prinsip Dasar
metode ~ AHP  yaitu  dekomposisi,
perbandingan penilaian/pertimbangan
(comparative judgments), Sintesa Prioritas.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Selopamioro didirikan pada tanggal 16
Desember 2015. Badan usaha milik desa
(BUMDes) diberi nama “BUMBes Mekar
Jaya”. Pendirian BUMDes Mekar Jaya
diawali dengan adanya sosialisasi pendirian
BUMDes yang dilaksanakan di gedung
pertemuan Desa Selopamioro Kec. Imogiri.
Dalam sosialisasi tersebut Pemerintah desa
Setda Kabupaten Bantul menekankan,
bahwa dengan berdiri BUMDes tersebut
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 02 Tahun 2015 dan harus
bisa meningkatkan perekomian Desa serta
menggali potensi Desa Selopamioro.

1.Maksud Dan Tujuan BUMDes Mekar
jaya
Maksud dari pendirian BUMdes Makar
jaya adalah :
a. Untuk menampung kegiatan—kegiatan
dibidang ekonomi, pelayanan jasa publik



atau barang vyang dikelola oleh
BUMDes, dan kerjasama antar desa.

b. Untuk meningkatkan nilai guna atas aset
dan potensi desa yang sebesar—besarnya
dan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Untuk  meningkatkan  kemampuan
keuangan pemerintah Desa Selopamioro
dalam penyelenggaraan pemerintah dan
meningkatkan pendapatan masyarakat
melalui  berbagai kegiatan ekonomi
masyarakat.

Sedangkan untuk tujuan BUMDes Mekar
Jaya adalah:

a. Mewujudkan kelembagaan
perekonomian masyarakat pedesaan
yang mandiri  untuk  memberikan

pelayanan terhadap kebutuhan
masyarakat.

b. Mendukung kegiatan investasi lokal,
penggalian potensi  lokal serta

meningkatkan keterkaitan perekonomian
pedesaan atau  perkotaan  dengan
membangun sarana dan prasarana
perekonomian pedesaan yang
dibutunkan  untuk  mengembangkan
produktivitas usaha pedesaan.

c. Mendorong perkembangan
perekonomian masyarkat desa dengan
meningkatkan  kapasitas masyarakat
dalam merencanakan dan mengelola
pembangunan perekonomian desa.

d. Meningkatkan kreativitas dan peluang
usaha ekonomi produktif masyarakat
desa yang berpenghasilan rendah.

e. Menciptakan kesempatan berusaha dan
membuka lapangan kerja.

f. Meningkatkan pendapatan masyarakat
desa dan Pendapatan Assli Daerah
(PAD).

2. Permodalan BUMDes Mekar Jaya
Permodalan BUMDes Mekar Jaya
berasal dari :

a. Sebagian atau seluruhnya  dari
kekayaan desa yang dipisahkan oleh
Pemerintah desa.

b. Masyarakat.

c. Modal bantuan, baik  bantuan
pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten.

d. Penyertaan modal pihak lain atau
kerjasama bagi hasil atas dasar saling
menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan
permodalan BUMDes Mekar jaya’dapat
melakukan pinjaman kepada lembaga
perbankan atau pihak-pihak lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pinjaman yang
dimaksudkan diatas hanya dapat
dilakukan apabila sudah mendapatkan
persetujuan dari pemerintah desa.
Analisis pada penelitian ini dengan

AHP Dberdasarkan karakteristik responden

yang ahli dan berkompenten dalam

pengembangan BUMDes, setelah di proses

melalui software Expert Choice Version 11,

analisis tahap pertama menentukan strategi

pengembangan BUMDes Mekar Jaya,
sehingga perlu ditentukan kriteria yang
seharusnya digunakan yang menjadi
prioritas . Adapun hasil pengolahan
Analisis Hiraerki Proses (AHP) berikut :

Prioritas Kriteria Terhadap Tujuan Menurut

Responden Utama & Responden Pendukung
12
1
08 - - m Aspek Administrasi
' 0.245 0.245
0.6 = Aspek Manajemen
Les Aspek Ekonomi
02 m Aspek Pelayanan
1]
Responden Utama Responden
Pendukung
Output AHP data primer, diolah, 2018
Gambar 4.1

Prioritas Kriteria Terhadap Tujuan
Menurut Responden Utama

Berdasarkan gambar 4.3 diatas urutan
prioritas kriteria terhadap tujuan menurut
responden utama, aspek administrasi
memiliki nilai bobot yang paling tinggi
yaitu sebesar 0,334 kemudian disusul oleh
aspek manajemen dengan bobot nilai



sebesar 0,254 dan selanjutnya aspek
ekonomi dengan bobot nilai sebesar 0,245
dan terakhir aspek pelayanan dengan bobot
nilai sebesar 0,167. Hasil analisis pada
kriteria terhadap tujuan utama menunjukan
bahwa aspek administrasi menjadi prioritas
utama  dalam  menentukan  strategi
pengembangan BUMDes Mekar Jaya,
dengan nilai inconsistency ratio sebesar
0,09 yang berarti hasil analisis Hirarki
Proses (AHP) dapat diterima karena nilai
inconsistency kurang dari 0,10.

Sedangkan untuk urutan prioritas
alternatif-alternatif dari semua kriteria
dalam menentukan strategi pengembangan
BUMDes Mekar Jaya menurut responden
utama adalah urutan 1.) Meningkatkan
pengetahuan & keterampilan pengelola
BUMDes dalam bidang administrasi
dengam bobot nilai yang paling tinggi yaitu
sebesar 0,150 (15 %) 2.) Pengadaan sumber
tenaga ahli dengan bobot nilai sebesar
0,094 (9,4%) 3.) Optimalisasi kinerja
BUMDes dengan bobot nilai sebesar 0.093
(9,3%) 4.) Mengadakan pelatihan untuk
pengelola BUMDes dengan bobot nilai
sebesar 0,09 (9%) b5.) Penyediaan pusat
pemasaran terpadu untuk industri rumah
tangga dengan bobot nilai sebesar 0,079
(7,9%) 6.) Memperbaiki manajemen
pengelola BUMDes dengan bobot nilai
sebesar 0,077 (7,7%) 7.) Melakukan
pembukuan berbasis teknologi (IT) dengan
bobot nilai sebesar 0,075 (7,5%) 8.)
Mengadakan pelatihan pembukuan berbasi
teknologi (IT) dengan bobot niali sebesar
0,065 (6,5%) 9.) Pendirian pusat pelayanan
informasi BUMDes dengan bobot niali
0,065 (6,5%) 10.) Meningkatkan
kemudahan bisnis BUMDes untuk diakses
dengan bobot nilai sebesar 0,045 (4,5%)
11.) Pengembangan industri rumah tangga
dengan bobot nilai sebesar 0,044 (4,4%)
12.) Mengoptimalkan fungsi pelayanan
informasi bisnis dengan bobot nilai 0,033
(3,3%) 13.) Melakukan studi banding ke

BUMDes lain dengan bobot nilai sebesar
0,031 (3,1%) 14.) meningkatkan kecepat
tanggapan BUMDes dalam pelayanan
dengan bobot nilai 0.025 (2,5%) dan yang
terakhir adalah melakukan studi banding ke
BUMDes lain dengan bobot nilai sebesar
0,024  (2,4%). Sedangkan  menurut
responden utama adalah urutan prioritas
alternatif-alternatif kriteria dalam
menentukan strategi pengembangan
BUMDes Mekar Jaya vyaitu 1)
meningkatkan  pengetahuan  pengelola
BUMDes dalam bidang administrasi
dengan bobot nilai yang paling tinggi
0,114 (11,4%) 2.) Mengadakan pelatihan
untuk pengelola BUMDes dengan bobot
nilai sebesar 0,108 (10,8%) 3.) Pengadaan
sumber tenga ahli dengan bobot nilai 0,094
(9,4%) 4.) Penyediaan pusat pemasaran
terpadu untuk industri rumah tangga
dengan bobot nilai sebesar 0,094 (9,4%)
Melakukan pembukuan berbasis teknologi
(IT) dengan bobot nilai sebesar 0,078
(7,8%) 5.) melakukan studi banding ke
BUMDes lain dengna bobot nilai sebesar
0,078 (7,8%) 6.) Memperbaiki manajemen
pengelola BUMDes dengan bobot nilai
sebesar 0,077 (7,7%) 7.) Optimalisasi
kinerja BUMDes dengan bobot nilai
sebesar 0,077 (7,7%) 8.) Pendirian pusat
pelayanan informasi BUMDes dengan
bobot nilai sebesar 0,068 (6,8%) 9.)
Mengoptimalkan fungsi pelayanan
informasi bisnis dengan bobot nilai sebesar
0,055 (5,5%) 10.) Pembentukan usaha
kemitraan dengan pihak lain (kerjasama)
dengan bobot nilai sebesar 0,047 (4,7%)
11.) Pengembangan industri rumah tangga
dengan bobot nilai sebesar 0,047 (4,7%)
12.) Meningkatkan kemudahan bisnis
BUMDes untuk diakses dengan bobot nilai
sebesar 0,040 (4%) 13.) Mengadakan
pelatihan Pembukuan berbasis teknologi
(IT) sama-sama memiliki bobot nilai
sebesar 0,035 (3,5%) 14.) Meningkatkan
kecepat tanggapan BUMDes dalam



pelayanan adalah alternatif yang paling
memiliki bobot nilai sebesar 0,035 (3,5%)
dan yang terakhir dengan bobot nilai yang
paling sedikit adalah alternatif melakukan
pembentukan berbasis teknologi (IT) yaitu
sebesar 0,031 (3,1%).

Dengan demikian strategi yang paling
diprioritaskan berdasarkan hasil penelitian
ini adalah aspek Admistrasi. Hal yang
dilakukan menjadi prioritas berdasarkan
hasil analisis dari responden utama maupun
responden pendukung yaitu dalam aspek
adminitrasi adalah meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan pengelola
BUMDes dalam bidang administrasi. Hasil
ini dapat menjadi acuan untuk pengelola
BUMDes  Mekar Jaya dalam
mengembangkan BUMDes yang dimiliki
agar tidak berjalan ditempat atau bisa
mengalami  perkembangan yang lebih
signifikan.

KESIMPULAN

1. Strategi yang tepat dalam pengembangan
BUMDes Mekar Jaya berdasarkan hasil
analisis Hirarki yaitu aspek administrasi
dengan bobot nilai sebesar 0,344 atau
sebesar 34,4% dengan nilai incosistency
sebesar 0,09 berdasarkan hasil penelitian
responden utama sedangkan bobot nilai
aspek administrasi berdasarkan penilaian
responden pendukung sebesar 0,298
dengan nilai incosistency ratio sebesar
0,09.

. Berdasarkan Analisis Hiraerki Proses
(AHP) pada responden-responden utama
maupun responden-responden pendukung
kriteria yang tepat dalam strategi
pengembangan BUMDes Mekar Jaya
menunjukan hasil yang sama yaitu aspek
administrasi menjadi prioritas utama
dengan bobot nilai yang paling tinggi,
selanjutnya yang kedua aspek
mananjemen, ketiga aspek ekonomi dan
yang terakhir adalah aspek pelayanan.
Secara keseluruhan alternatif-alternatif
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yang dipilih berdasarkan hasil Analisis
Hirarki  Proses (AHP) baik oleh
responden-responden  utama  maupun
repsonden-responden pendukung adalah
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan BUMDes dalam bidang
administrasi.

. BUMDes Mekar Jaya adalah suatu

lembaga yang di kelola dari desa oleh
desa, dan untuk desa dengan cara
mengembangkan potensi yang dimiliki
oleh desa. BUMDes Mekar Jaya sudah
cukup berkembang tapi pada
perkembangannya belum signifikan dan
sangat lamban. Hal tersebut dikarena, pada
saat ini BUMDes memiliki kendala dalam
bidang kelembagaan seperti administrasi,
manajemen, pelayanan serta dukungan
yang diberikan oleh pemerintah desa
dirasa  belum cukup. Sementara
permasalah lain, ada pada internal
pengelola yaitu kurangnya SDM yang
berkompeten dalam bidangnya, kurangnya
modal yang dimiliki oleh BUMDes. Hal
lain yaitu BUMDes masih belum optimal
menggali potensi-potensi yang dimiliki
oleh desa, sehingga dengan kondisi
BUMdes yang seperti ini sangat sulit bagi
BUMDes untuk berkembang lebih cepat
dan maju.

SARAN

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa

saran yang diajukan yaitu sebagai berikut :
1. Untuk menjadikan BUMDes Mekar Jaya

berkembang dan maju, sebaiknya
BUMDes meningkat pengetahuan
sumber daya manusia (SDM), dan lebih
menggali pontensi-potensi yang dimiliki
oleh desa. Potensi ini diharapkan dapat
dikelola dengan baik oleh pengelola
BUMDes agar menambah income
BUMDes maupun desa sehinga akan
memacu  peningkatan  perekonomian
masyarakat Desa Selopamioro.



2. Pengelola BUMDes Mekar Jaya
disarankan untuk lebih memanfaatkan
potensi alam yang dimiliki oleh desa,
karena potensi alam yang dimiliki oleh
Desa Selopamioro sangat berpontensi
untuk pemasukan pendapatan asli daerah
dan BUMDes sendiri. Pengelola bumdes
juga dapat mengambil alih pengelolaan
potensi alam tersebut sebagai salah satu
usaha yang dijalan BUMDes.

3. Bagi peneliti selanjutnya yang meneliti
hal ini, yaitu strategi pengembangan
BUMDes dalam meningkat
perekonomian masyarakat desa
diharapkan menambah  kriteria dan
alternatif-alternatif kebijakan agar hasil
yang didapatkan lebih  bervariatif,
mengingat upaya meningkatkan
perekonomian masyarakat desa
merupakan hal yang penting bagi
perekonomian yang akan dikembangakan
melalui potensi-potensi beragam yang
dimiliki oleh desa masing-masing.
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